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Keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia melalui Detasemen Khusus (Densus) 88  membongkar jaringan teroris berideologi Islam radikal di Indonesia dan menangkap pelaku-pelakunya patut diapresiasi.  Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu berarti apapun yang dilakukan di negara ini dilakukan berdasarkan hukum, tidak terkecuali dengan Densus 88. Ada yang mengatakan tindakan Densus 88 merupakan suatu tindak pidana yang harus diproses secara hukum dan juga tindakan Densus 88 adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, bahkan Densus 88 diminta untuk dibubarkan. Namun tidak sedikit juga yang mendukung tindakan densus 88 yang dianggap memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana kewenangan Densus 88 dalam menanggulangi tindak pidana terorisme ? dan (2)   Bagaimana kajian hukum tentang Densus 88 yang menimbulkan polemik ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang kewenangan Densus 88 dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dan kajian hukum tentang Densus 88 yang menimbulkan polemik, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa kewenangan densus 88 yang dianggap melakukan tindak pidana dalam tindakan penganggulangan tindak pidana terorisme adalah tidak benar, karena Densus 88 hanya melakukan karena daya paksa (overmach) seperti dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (noodweer) Pasal 49, melaksanakan perintah undang-undang (wefflijk Voorschift), dan melakukan perintah jabatan (Ambtelijk Bevel) yang merupakan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hal ini yang menyebabkan korban yang timbul dalam proses penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat dipidana. Masalah hak asasi manusia, batasan dari hak asasi manusia adalah hak asasi orang lain dan ketentuan dalam undang-undang. Densus 88 bergerak melaksanakan undang-undang demi menjamin hak asasi orang lain.
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